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5.1 Kesimpulan

a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap kinerja Pemerintah
Kabupaten Bangka dilakukan untuk melihat kinerja urusan
pemerintah dimata masyarkat.

b. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa
kinerja pemerintah Kabupaten Bangka terkait penilaian masyatakat
sudah pada nilai 68,51 atau kategori B (Baik). Untuk urusan
pemerintah Bidang Kendudukan dengan nilai 74,08 (B), Bidang
Pendidikan dengan nilai 74,68 (B), urusan Pendidikan dengan nilai
71,15 (B), urusan Penanaman Modal dengan nilai 70,88 (B), urusan
Pemuda dan Olah raga dengan nilai 70,79 (B), urusan Pariwisatan
dan Kebudayaan dengan nilai 70,72 (B), urusan Kesehatan dengan
nilai 70,33 (B).

c. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja
pemerintah Kabupaten Bangka dapat juga dilihat berdasarkan
wilyah administratif (kecamatan). Dari 8 (delapan) kecamatan yang
ada di Kabupaten Bangka 8 kecamatan pada kategori B (Baik).
Wilayah kecamatan yang indeks kepuasan masyarakat mendapat
kategori B antara lain, Kecamatan Sungailiat, Kecamatan, Pemali,
Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo barat, Kecamatan Puding

Besar, Kecamatan Bakam, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan
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Belinyu. Sedangkan wilayah kecamatan dengan IKM kategori C tidak
ada lagi di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka. Adapun nilai

IKM per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

Nilai IKM Urusan Pemerintah per Kecamatan
KM KMKEC  IKMKEC,  KMKEC  KMKEC ' HEC yikc  KMKEC KM KEC
URUSAN PEMERINTAH WALIB DAN PILIAN BANGKA SUNGAIUAT  PEMALI  MERAWANG MENDO BARAT ‘;‘JE[;'ES BAKAM  RIAUSILIP  BELINWU
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL /Y S 1 B0 10 734 0 BB DB B
PENDIDIKAN s mm R 0% 68,55 70 B0 M8 6%
PENANAMAN MODAL 08 648 8 6634 6923 60 62 63 650
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 09 650 B4 671 6929 B0 6B 64 658
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 072 6667 8% 6T 6938 B0 61 8L 63
KESEHATAN 1B 0 % 704 7064 006 ML MW 00
SOSIAL 0B 65 B3I 6 6794 B4 NG & 656
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8% 62 0% 6% 6974 00 G Ny 7D
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 872 T %9 665 70 noo NB MR LW
PERTANAHAN 86 6700 B8 683 885 647 646 61 66l
TENAGA KERIA 948 662 8 6559 66,10 6% 660 6% 60
PERIKANAN 8% 5B 7% 650 6941 BO BF aN 63
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK B0 6680 B8 608 6702 0 80 645 6D
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8% 658 u% 6N 69,60 060 LB 8N 6l
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 841 6% 679 6741 6137 &5 B 6y ey
PANGAN DAN PERTANIAN BB 656 0 654 6913 608 6% 612 6603
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 648 60 103 60 8% 620 62 60 606
PERDAGANGAN BB 65 B3 653 6635 o0 G0 88 60
PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA URUSAN B8 6621 BT 63 7168 BB 6% 660 650
PERHUBUNGAN B5 65 O 6548 69,01 B6 6l LR 6
USAHA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH B 4% 87 613 69,2 620 62 64 658
LINGKUNGAN HIDUP B 68 Y 7040 60 6% 60 6D
KM 851 6% R 68 6930 6 @1 &y 6

5.2 Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dan beberapa permasalahan diatas,
maka perlu disampaikan beberapa hal sekiranya dapat menjadi
bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk
meningkatkan kinerja urusan Pemerintahan yang ada di Kabupaten
Bangka , antara lain sebagai berikut :
a. Untuk mewujutkan transparansi dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat, maka organisasi perangkat daerah (OPD)

pelayanan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat
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mengenai keberadaan OPD beserta seluruh tugas dan fungsi
masing-masing perangkat daerah tersebut.

Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan kinerja
secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka survey
Indeks Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan secara
berkesinambungan dan periodik di tahun-tahun mendatang.
Sehingga berdasarkan hasil survey IKM tersebut, OPD dapat
melakukan perbaikan mutu pelayanan dan kinerja sesuai hasil

penilaian dari masyarakat.
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